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ABSTRAK 

Layanan Psikologi menurut Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi 

adalah segala aktivitas pemberian jasa dan praktik Psikologi yang memerlukan 

kompetensi sebagai Psikolog dalam rangka tindakan promotif, preventif, kuratif, 

rehabilitatif, dan/atau paliatif yang bertujuan untuk pengembangan potensi diri dan 

peningkatan kesejahteraan psikologis.  Hak-hak individu dalam penggunaan layanan 

psikologi dapat dijadikan bahan untuk menganalisa sejauh mana layanan tersebut 

terlaksana dengan seimbang antara kewajiban dan hak pengguna layanan psikologi. 

Perumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah: Pertama, bagaimana kedudukan 

informed consent sebagai Perlindungan hukum bagi pengguna layanan psikologi?, 

Kedua, bagaimana pengaturan informed consent sebagai perlindungan hukum bagi 

pengguna layanan psikologi? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

pendekatann masalah secara yuridis normatif yang bersifat deskriptis analitis. Data 

yang didapat dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisa dan pembahasan pada 

Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi mengatur standar etika dan 

kerahasiaan bagi psikolog, namun terdapat kesenjangan dalam pengaturan 

kerahasiaan data yang hanya diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Untuk 

mengatasi tantangan dalam implementasi, diperlukan harmonisasi antara undang-

undang, peningkatan kode etik, pelatihan bagi praktisi, serta penguatan mekanisme 

pengaduan dan penegakan hukum. Implikasi hukum perdata dari regulasi 

perlindungan hak pengguna layanan psikologi dapat menyebabkan pelanggaran 

privasi yang tidak disengaja ataupun yang menimbulkan perbuatan melawan hukum, 

terutama karena ketidakjelasan tentang informasi apa yang harus dirahasiakan dan 

diungkapkan. Pada UU Perlindungan Konsumen, klien sebagai Konsumen telah 

diberikan landasan perlindungan hak pengguna layanan. Informed consent berperan 

sebagai instrumen perlindungan hukum yang vital, namun implementasinya 

menghadapi tantangan karena kompleksitas layanan psikologi yang melampaui ranah 

klinis.  
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